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ARTICLE INFO ABSTRACT

Keywords To increase supervision and control over building construction
Effectiveness; permits, the Department of Human Settlements, Spatial Planning
Terotial Patrol; and Land Affairs has implemented a Territorial patrol policy, but
Controlling buildings; the fact is that in the field, many buildings do not yet have IMBs
Withaout permits; and the buildings do not comply with the location, designation and

use that have been determined based on the regulations that have
reached Currently it is still standing strong without any demolition.
The aim of this research is to analyze and evaluate the effectiveness
of the implementation of territorial patrols by the land and spatial
planning work creation department in controlling buildings
without permits in the Cilandak sub-district, South Jakarta
Administrative City. This research uses descriptive qualitative
methods. The results of the research are that the implementation of
territorial patrols by the land and spatial planning work creation
sub-department in controlling buildings without permits in the
Cilandak sub-district, South Jakarta Administrative City has not
been carried out effectively because the objectives have not been
realized because several buildings without permits are still found
that remain standing and there has been no enforcement action,
The response of patrol officers is quite long in processing and
handling reports related to the community, the frequency of
territorial patrol activities is rarely carried out and seems passive,
and the community is less satisfied with the results of territorial
patrol activities and considers officers to be less fair and firm in
their actions. building control. The results of achieving territorial
patrol activities should be maximized because after the existence of
this territorial patrol policy, it has had an impact on reducing the
number of buildings without permits in Cilandak sub- district.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya
pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan melalui asas Otonomi Daerah dan asas perbantuan,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah daerah, dalam fungsinya, memiliki
peran penting dalam pengaturan izin bangunan untuk mengendalikan pembangunan ruang kota. Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan, merenovasi, atau
memperbaiki bangunan, dan berfungsi untuk mengatur penataan ruang kota. Di DKI Jakarta,
pengurusan IMB diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012. IMB merupakan alat
pengendalian pembangunan gedung yang bertujuan untuk memperbaiki tata ruang, mengamankan
asset tanah negara, dan memastikan pembangunan sesuai dengan peruntukannya.

Kesemrawutan tata ruang di Jakarta Selatan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat
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dan terbatasnya sumber daya manusia profesional di instansi terkait. Kota ini memiliki kepadatan
penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, Karena Kota Jakarta
Selatan merupakan kota yang memiliki angka kepadatan penduduk mencapai 1.191.213 di tahun 2021
dengan kepadatan penduduk 16.865,17 jiwa/km?. n dari total jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta
tercatat pada Sensus Penduduk pada tahun 2021 (BPS, 2021a). Di sisi lain, Kota Jakarta Selatan
memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,10 persen pada tahun 2021. Angka laju pertumbuhan
penduduk ini meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 1,11 persen (BPS, 2020c). Yang menyebabkan
kebutuhan tempat tinggal semakin mendesak. Banyak penduduk yang membangun tempat tinggal tanpa
Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meskipun sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010,
setiap bangunan di wilayah ini wajib memiliki IMB. Pelanggaran terhadap aturan ini sering ditemukan
di Jakarta Selatan, dengan banyak bangunan liar yang melanggar tata ruang, yang berpotensi
menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Penanganan pelanggaran IMB umumnya dilakukan
melalui aduan masyarakat kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan. Pertanahan.

Meskipun pembangunan di Jakarta Selatan meningkat, banyak permasalahan terkait Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksiapan
membayar retribusi, dan ketidakpatuhan terhadap aturan IMB. Berdasarkan data yang telah peneliti
lakukan di salah satu kecamatan di Jakarta Selatan yakni Kecamatan Cilandak Kota Administrasi
Jakarta Selatan peneliti menemukan beberapa permasakan terkait bangunan tanpa izin, Banyak
bangunan yang berdiri tanpa IMB, tidak sesuai dengan peruntukan dan lokasi yang ditetapkan, serta
tidak dibongkar meskipun melanggar. Fenomena ini menyebabkan ketidakaturan dalam pembangunan
dan meningkatnya jumlah bangunan liar. Masyarakat menganggap bahwa bangunan ilegal di
Kecamatan Cilandak dibiarkan tumbuh, dan pengawasan serta pengendalian IMB perlu diperketat oleh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol-PP, dan Camat. Untuk meningkatkan pengawasan dan
pengendalian izin mendirikan bangunan di Kecamatan Cilandak, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang
dan Pertanahan menerapkan kebijakan patroli teritorial. Patroli ini merupakan pendekatan holistik yang
menggabungkan pengawasan fisik, interaksi sosial, dan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang
aman, tertib, dan sesuai regulasi IMB. Patroli dilakukan secara berkala dengan 5-10 petugas, bertujuan
mengurangi pelanggaran IMB di wilayah tersebut dan mendukung pengembangan wilayah yang
berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menghilangkan bangunan liar dapat mengurangi risiko kejadian negatif seperti kebakaran,
kecelakaan, dan pelanggaran hukum. Langkah ini juga diharapkan menjadi pelajaran bagi pemilik
bangunan lain untuk mematuhi aturan karena pengawasan yang ketat dari pemerintah. Berdasarkan hal
tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas pelaksanaan program kebijakan patroli teritorial
yang dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan di Kecamatan Cilandak,
dengan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Patroli Teritorial Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang
Dan Pertanahan Dalam Penertiban Bangunan Tanpa Izin Kecamatan Cilandak Kota Administrasi
Jakarta Selatan".

KAJIAN PUSTAKA
Definisi Efektifitas

Menurut Dharmawan (2020), efektivitas dalam manajemen organisasi dapat dipahami sebagai
kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara
optimal. Ia mengacu pada teori manajemen klasik yang menekankan pentingnya perencanaan,
pengorganisasian, dan pengendalian untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan.

Di sisi lain, Nugroho (2022) mengangkat isu efektivitas kebijakan publik, yang dipengaruhi oleh
teori legitimasi sosial. Menurutnya, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari dampak
langsung yang dihasilkan, tetapi juga dari partisipasi masyarakat dan penerimaan publik. Teori ini
menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan
cenderung lebihbmendukung kebijakan tersebut. Susanto (2023) menyebutkan bahwa ukuran
efektifitas dalam pelaksanaan kebijakan dapat dinilai dari, Tingkat pencapaian tujuan, Kecepatan
respon, Frekuensi harapan, Tingkat kepuasan masyarakat, Hasil penerapan kebijakan.
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Kebijakan Publik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2022: 17) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias
diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya
kebijakan swasta.

Patroli Teritorial

Menurut Sukardi (2019), patroli teritorial dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah, atau instansi terkait dengan tujuan menjaga
keamanan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kegiatan ini mencakup berbagai
tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran, serta responsif terhadap laporan masyarakat mengenai
potensi pelanggaran hukum, seperti bangunan tanpa izin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Konsep
ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik,
khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Metode
penelitian kualitatif secara umum berbicara tentang pengumpulan data-data atau informasi. Data-data
atau informasi yang didapatkan akan diolah menjadi alat untuk menganalisa fenomena. Intinya,
penelitian kualitatif berbicara terkait dengan strategi-strategi untuk menganalisis sebuah kejadian
ataupun fenomena sosial yang terjadi. Hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif biasanya
akan dijabarkan melalui hasil analisis terkait data yang telah disediakan atau yang sering disebut
deskriptifanalisis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tertarik dengan proses,
pengalaman dalam memperoleh data-data yang diperlukan dari hasil wawancara yang kemudian
peneliti analisis untuk memberikan pemahaman dalam pelaksanaan patroli teritorial suku dinas cipta
karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin Kecamatan Cilandak Kota
Administrasi Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas pelaksanaan patroli teritorial suku dinas cipta karya tata ruang dan
pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin Kecamatan Cilandak Kota
Administrasi Jakarta Selatan

Dari hasil peneliti masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya kebijakan patroli teritorial suku
dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin kecamatan
Cilandak dimana terdapat pengurangan bangunan yang tidak memiliki izin namun adanya masalah
ketidak adilan dalam proses penertiban menyebabkan keraguan di masyarakat terkait keberpihakan
pernerbitan yang di lakukan selama adanya kebijakan patroli teritorial suku dinas cipta karya tata
ruang dan pertanahan jadi masyarakat menilai akibat yang di hasilkan dari proses Patroli Teritorial
Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan belum mampu di usahakan dengan maksimal.

2. Hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli teritorial suku dinas cipta
karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin Kecamatan
Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Adanya permasalahan ini menjadi polemik bagi suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan
dalam melaksanakan patroli teritorial sehingga menyebabkan tidak efektivnya dalam proses
penertiban bangunan tanpa izin di kecamatan cilandak. Masayarakat berharap ada perbaikan sistem
yang di lakukan pihak Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertanahan dalam menertikan
bangunan melalui kegiatan patroli teritorial.
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3. Upaya mengatasi hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli teritorial
suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin
Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan telah mengupayakan beberapa langkah untuk
meningkatkan efektivitas patroli teritorial dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kecamatan
Cilandak. Upaya yang telah dan akan dilakukan meliputi penambahan petugas patroli, perubahan
jadwal patroli menjadi 2-3 kali seminggu, pelatihan petugas untuk komunikasi yang lebih baik
dengan masyarakat, serta sosialisasi izin mendirikan bangunan dan sanksi pelanggaran. Selain itu,
mereka juga berencana membentuk tim khusus untuk merespon laporan masyarakat dan menambah
patroli mendadak sebagai efek kejut bagi pelanggar. Diharapkan upaya-upaya ini dapat
meningkatkan efektivitas penertiban bangunan tanpa izin di daerah tersebut.

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pelaksanaan patroli teritorial oleh Suku Dinas Cipta
Karya Tata Ruang dan Pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin di Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli belum
sepenuhnya efektif, dengan beberapa masalah yang ditemukan, antara lain:

1. Tujuan patroli teritorial belum tercapai sepenuhnya karena masih ada bangunan tanpa
izin yang tetap berdiri dan tidak ditindaklanjuti oleh petugas.

2. Penanganan laporan masyarakat terhadap bangunan tanpa izin membutuhkan waktu
lama, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

3. Patroli yang dilakukan hanya satu kali seminggu dianggap kurang efektif dan
memungkinkan pelanggar untuk menghindari petugas.

4. Masyarakat merasa tidak puas karena lambatnya respons terhadap laporan serta
ketidakadilan dalam penertiban bangunan.

5. Walaupun ada penurunan jumlah bangunan tanpa izin, hasil yang dicapai belum
maksimal karena kurangnya intensitas patroli.

Beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli adalah kurangnya
sumber daya manusia, penghindaran oleh pemilik bangunan, dan kurangnya pemahaman
masyarakat tentang prosedur penertiban. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut,
disarankan untuk menambah jumlah petugas, mengubah jadwal patroli, memberikan
pelatihan kepada petugas, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, membentuk tim
khusus untuk respons cepat terhadap laporan, dan menambah patroli mendadak untuk
mengatasi penghindaran pelanggar. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa
pencapaian, efektivitas kebijakan patroli teritorial perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya
yang lebih maksimal.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan patroli teritorial suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban
bangunan tanpa izin kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan belum berjalan dengan
efektif karena belum terwujudnya tujuan karena masih di temukan beberapa bangunan tanpa izin
yang tetap berdiri dan belum ada penindakan penertiban , respon petugas patroli cukup lama dalam
memproses dan menangani laporan terkait masyarakat , frekuensi kegiatan patroli teritorial yang di
jarang di lakukan dan terkesan pasif, serta masyarakat kurang puas atas hasil pencapaian kegiatan
patroli teritorial dan menganggap petugas kurang adil dan tegas dalam penertiban bangunan.
Seharusnya hasil pencapaian kegiatan patroli teritorial lebih dapat maksimal karena setelah adanya
kebijakan patroli teritorial ini berdampak pada penguruangan jumlah bangunan tanpa izin di
kecamatan Cilandak.
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2. Hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan patroli teritorial suku dinas cipta karya tata
ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa izin kecamatan Cilandak Kota Administrasi
Jakarta Selatan diantaranya kurangya pegawai patroli teritorial, Tindakan penghindaran pemilik
gedung, Tidak diindahkannya surat teguran yang telah di sampaikan kepada pemiliki bangunan,
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan aturan penertiban, kurang dan pasifnya
jadwal pelaksanaan patroli teritorial , serta kurangnya respon petugas patroli atas laporan
masyarakat

3. Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan
patroli teritorial suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan dalam penertiban bangunan tanpa
izin kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan diantaranya penambahan petugas
patroli teritorial dan perubahan jadwal pelaksanaan patroli, pelatihan kepada petugas untuk lebih
komunikatif dalam kegiatan patroli teritorial, Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang edukasi izin
mendirikan bangunan, sanksi dan hukuman pelanggaran serta kegiatan patroli, Pembentukan tim
khusus yang merespon aduan masyarakat , serta penambahan mekanisme patroli secara mendadak.
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